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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Nomor 5157,

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

AT e pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

SRRt 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna

o e - Nomor 5357); it

~ 12. Peraturan Pemerintah chublik Indonesw Nomor 18 Tahun 2016

~tentangPerangkat Daerah;
S 13. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan

2 pemerintah dan kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang

: atas Peraturan Menteri Dalam Negen 57 Tahun 2007
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Tjin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung
mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026.

1. Wajib Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal yang
diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan;
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